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Abstract

This research focused on United Kingdom stance against EU free movement of workers policy
on David Cameron administration from 2010-2015. It’s become problematic because UK policy
break four freedoms EU principle on people and goods movement. This research purpose is to
explain further about reason UK policy to fight against EU free movement of workers from
2010-2015. Our discussion return to 1997-2009 before David Cameron became UK prime
minister. I use some theory in this research, first is institutional theory, second is historical
situation theory, and the las i use development theory. We have found that UKIP (United
Kingdom Independent Party) as one of the anti-EU party in UK, Founded because there are
some unrepresentated people in UK domestic party. In this research i also focused on explain
how UKIP become one of the influental party in UK, we will track it to some previous election in
past decades.

Key Words: Immigrant, Imigration, Four Freedoms, Free Movement of Workers EU, Workers.

Regulasi Uni FEropa (European warga negara EU di Inggris sebesar 2,

Union/EU) mengenai kebebasan
pergerakan tenaga kerja (free movement
of workers), mengizinkan setiap warga
negara anggota EU untuk mendapatkan
pekerjaan di negara anggota EU lain.
Hal ini didasarkan pada European
Parliament and Council Directive
2004/38/EC of 29 April 2004 on the
right of citizens of the Union and their
family members to move and reside
freely within the territory of the
Member States. (EU 2014). Sebagai
salah satu anggota EU, Inggris (United
Kingdom/UK) mematuhi regulasi
tersebut dengan membuka pintu
perbatasan seluas-luasnya bagi migrasi
warga negara asal negara EU lain.
Dengan ditetapkannya kebijakan
tersebut, semenjak tahun 2010 hingga
tahun 2014, jumlah warga negara EU
yang mendiami Inggris mengalami
peningkatan setiap tahun. Jika pada
tahun 2010 jumlah warga negara EU di
Inggris sebesar 1,919 ribu jiwa (Eurostat
2010), maka pada tahun 2014 jumlah

623 ribu jiwa (Eurostat 2014).

Jumlah tenaga kerja migran EU di
Inggris yang sangat besar, menjadi
perhatian utama bagi PM David
Cameron yang menjabat sebagai
perdana menteri Inggris tahun 2010-
2015 (periode I). Hal tersebut tertuang
dalam Manifesto Partai Politik 2010
(2010) yang menyebutkan bahwa
Inggris tidak menarik imigran untuk
melakukan pekerjaan yang dapat
dilakukan oleh warga negara Inggris
sendiri melalui pelatihan yang tepat dan
support. Jadi, mereka akan mengambil
langkah untuk mengembalikan angka
migrasi seperti yang terjadi pada level
tahun 1990-an, yakni sejumlah puluhan
ribu jiwa selama setahun, bukan ratusan
ribu jiwa per tahun (The Conservative
Party 2010. hal.21). Tidak hanya itu,
fakta bahwa imigrasi menjadi perhatian
utama David Cameron ketika menjadi
perdana menteri Inggris tahun 2010-
2015 (periode 1), tercermin dalam
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pidato David Cameron yang
disampaikan pada bulan November
tahun 2014 di JCB Staffordshire,
Inggris. dalam pidato tersebut David
Cameron menyatakan bahwa ia
menginginkan sistem imigrasi yang
lebih adil dan bermaksud untuk
mengurangi jumlah migrasi yang tinggi
dari negara anggota EU ke Inggris.
Selain itu, ia menyatakan
bahwa seharusnya negara
anggota yang baru bergabung
dengan EU  diberlakukan
transnational cotrol hingga
perekonomian negara anggota
baru tersebut sepadan dengan
negara anggota lama EU.

S?Jumlah puluhan ribu &
Jiwa selama setahun,

“My objective is simple, to
make our immigration system
fairer and to reduce the
exceptionally high level of
migration from within the EU into the
UK. I'm completely committed to
delivering that and I'm ready to discuss
with our partners any methods which
achieve it while maintaining the overall
principle to which they and we attach
such importance.”

“We want to reduce the number of EU
workers coming to the UK. Of course,
that means never repeating the mistake
that was made in 2004, so we will insist
that, when new countries are admitted
to the EU, in the future, free movement
will not apply to those new members
until their economies have converged
much more closely with existing
member states. Further accession
treaties — when a new country joins —
they require unanimous agreement of all
member states, so we are perfectly able
to ensure that this change is included in
each and every case in future” (Gov.uk
2014).

Teori Pembentukan Partai Politik,
Konsep Euroskeptisme dan
Pembentukan Opini Publik

Teori mengenai asal usul partai politik
diidentifikasikan oleh Ramlan Surbakti
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Jadi, mereka akan politik
mengambil langkah
untuk mengembalikan
angka migrasi seperti ~ Yang
yang terjadi pada level
tahun 1990-an, yakni

bukan ratusan ribu

jiwa per tahun

(1999, hal.113) menjadi tiga hal. Teori
pertama, yakni teori kelembagaan.
Dalam teori kelembagaan disebutkan
bahwa partai politik dibentuk oleh
kalangan legisatif (dan eksekutif) karena
ada kebutuhan para anggota parlemen
(vang ditentukan berdasarkan
pengangkatan) untuk mengadakan
kontak dengan  masyarakat dan

membina dukungan dari

masyarakat. Setelah partai
dibentuk dan
fungsinya telah Dberjalan,
terdapat partai politik lain
dibentuk oleh
kalangan masyarakat.
Kemunculan partai politik
tersebut biasanya dibentuk
kelompok kecil
pemimpin masyarakat yang
sadar politik berdasarkan
penilaian bahwa  partai
politik  yang  dibentuk
pemerintah tidak mampu
menampung dan memperjuangkan
kepentingan mereka. Keadaan tersebut
tidak hanya dapat ditemui dalam
wilayah atau bangsa yang tengah
membentuk partai politik sebagai alat
mobilisasi massa untuk
memperjuangkan kemerdekaan,
melainkan juga dapat ditemui dalam
masyarakat-negara maju. Kepentingan
kelompok masyarakat tersebut kurang
terwakili dalam sistem kepartaian yang
ada membentuk partai sendiri. Hal ini
tercermin dalam Partai Buruh di Inggris
(Surbakti 1999, hal.113).

Teori kedua adalah situasi historis.
Dalam teori ini. Krisis situasi historis
terjadi manakala suatu sistem politik
mengalami masa transisi karena
perubahan masyarakat dari bentuk
tradisional menjadi masyarakat modern
yang berstruktur kompleks. Pada situasi
ini terjadi berbagai perubahan, seperti

pertambahan penduduk karena
perbaikan fasilitas kesehatan, perluasan
pendidikan, mobilitas okupasi,

perubahan pola pertanan dan industri,
partisipasi media, urbanisasim ekonomi
berorientasi pasar, peningkatan aspirasi
dan  harapan-harapan baru dan



munculnya gerakan-gerakan populis
(Surbakti 1999, hal.113).

Perubahan-perubahan tersebut
menimbulkan tiga macam krisis, yakni
legitimasi, integrasi dan partisipasi.
Artinya, perubahan-perubahan yang
menyebabkan masyarakat
mempertanyakan prinsip-prinsip yang
mendasari legitimasi kewenangan pihak
yang memerintah; menimbulkan
masalah  dalam  identitas  yang
menyatukan masyarakat sebagai suatu
bangsa; dan mengakibatkan timbulnya
tuntutan yang semakin besar untuk ikut
serta dalam proses politik. Untuk
mengendalikan  tiga  permasalahan
tersebut, dibentuklah partai politik.
Partai politik yang berakar kuat dari
masyarakat diharapkan dapat
mengendalikan pemerintah sehingga
terbentuk semacam pola hubungan
kewenangan yang berlegitimasi antara
pemerintah dan masyarakat. Partai
politik yang terbuka bagi setiap anggota
masyarakat dan beranggotakan pelbagai
unsur etnis, agama, daerah dan
pelapisan sosial ekonomi diharapkan
dapat berperan sebagai pengintegrasi
bangsa, Selanjutnya, partai politik yang
ikut serta dalam pemilihan umum
sebagai sarana konstitusional
mendapatkan dan mempertahankan
kekuatan  diharapkan dapat pula
berperan sebagai saluran partisipasi
politik masyarakat (Surbakti 1999,
hal.113-114).

Teori ketiga adalah teori pembangunan.
Dalam teori ini, modernisasi sosial
ekonomi, seperti pembangunan
teknologi komunikasi berupa media
massa dan transportasi, perluasan dan
peningkatan pendidikan, industrialisasi,
urbanisasi, perluasan kekuasaan negara
seperti  birokratisasi, pembentukan
berbagai kelompok kepentingan dan
organisasi profesi dan peningkatan
kemampuan individu yang
mempengaruhi lingkungan, melahirkan
suatu kebutuhan akan suatu organisasi
politik yang mampu memadukan dan
memperjuangkan  berbagai  aspirasi
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tersebut. Jadi, partai politik merupakan
produk logis dari modernisasi sosial
ekonomi (Surbakti 1999, hal.113). Dari
ketiga teori partai politik tersebut, maka
dapat  disimpulkan = bahwa teori
kelembagaan melihat adanya hubungan
antara parlemen awal dan timbulnya
partai politik. Teori kedua, yakni situasi
historis memandang kemunculan partai
politik sebagai upaya suatu sistem
politik untuk mengatasi krisis yang
ditimbulkan dengan perubahan
masyarakat secara luas. Sedangkan teori
pembangunan memandang bahwa
partai politik sebagai produk
modernisasi sosial ekonomi (Surbakti
1999, hal.114).

Teori kelembagaan sebagai asal mula
pembentukan suatu partai politik, sesuai
dengan yang terjadi di Inggris.
Keresahan akan integrasi EU yang lebih
jauh, menyebabkan kemunculan UKIP
(United Kingdom Independent Party)
yang dibentuk pada tahun 1993.
Kemunculan UKIP akibat adanya rasa
kurang terwakilinya kepentingan
kelompok tertentu dalam partai politik
pemerintah. Partai ini berkampanye
agar Inggris menarik diri dari EU.
Tindakan tersebut tidak didasarkan
akan kebencian UKIP terhadap Eropa
atau warga negara asing, melainkan
karena ketidakdemokratisan EU. Selain
itu, UKIP menilai bahwa EU anggaran
yang harus dibayarkan ke EU mahal dan
dianggap bossy (UKIP 2015).

Istilah euroskeptisme muncul sebagai
konsep yang diturunkan dari diskursus
jurnalistik dari pada ilmu politik. Istilah
tersebut cenderung digunakan sebagai
istilah umum yang menangkap segala
cakupan sikap yang menentang integrasi
Eropa secara umum dan bertentangan
dengan EU secara khusus. Hal tersebut
berdampak pada para penstudi ilmu
politik yang berupaya untuk meminjam
dan mengadaptasi istilah tersebut untuk
menganalisa damak integrasi Eropa
pada politik domestik dan sistem partai
yang telah menemui sejumlah kesulitan
konseptual. Hal tersebut tercermin
ketika para penstudi ilmu politik
tersebut berupaya untuk menganalisa
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fenomena euroskeptisme dalam cara
komparatif (terutama pan-European)
(Szczerbiak dan Taggart 2003, hal.6).

Party-based Hard Eurosceptism adalah
ketika terdapat prinsip yang berlawanan
dengan EU dan integrasi Eropa dan
terlebih dapat dilihat dalam partai-
partai politik yang beranggapan bahwa
negara mereka seharusnya menarik diri
dari keanggotaan EU atau kebijakan-
kebijakan mereka terkait EU serupa
dengan pertentangan terhadap
keseluruhan rancangan integrasi Eropa
sebagaimana yang saat ini dipahami
(Szczerbiak dan Taggart 2003, hal.6).
Sementara itu, party-based Soft
Euroscepticism adalah ketika terdapat
keberatan ~ non-prinsipil ~ terhadap
integrasi Eropa atau keanggotaan EU,
namun terdapat kekhawatiran pada
salah satu atau sejumlah bidang
kebijakan EU yang mengarahkan pada
sikap qualified opposition terhadap EU
atau ketika terdapat pandangan bahwa
kepentingan nasional yang hendak
dicapai bertentangan dengan landasan
EU (Szczerbiak dan Taggart 2003,
hal.6).

Menurut Geoffrey Evans dan Sarah Butt
(2007) terdapat dua pendekatan dalam
memahami pembentukan opini publik
Inggris mengenai EU, yakni the party-
driven model dan the wvoter-driven
model. The party-driven  model
menyatakan bahwa  ketika  opini
pendukung / pemilih partai belum
terbentuk atau berbeda dari posisi
partai, maka opini mereka mengenai EU
cenderung dipengaruhi oleh sikap yang
diambil partai tersebut. Oleh sebab itu,
para pendukung partai harus bergerak
mendekat pada posisi partai mereka
terhadap isu-isu mengenai EU. Langkah
tersebut akan berdampak jelas terhadap
tingkat korelasi diantara (a) nilai inti
politik; (b) sikap terhadap integrasi EU;
serta (c¢) dukungan partai. Korelasi
pertama adalah asosiasi yang semakin
kuat harus diamati antara dasar ideologi
inti dukungan partai dan sikap terhadap
integrasi EU. Kedua, tidak adanya
perubahan dalam komposisi dukungan
ideologis bagi partai politik utama harus

153

diamati, setidaknya sejauh mana partai
tersebut tetap berada di posisi relatif
mereka yang berkaitan dengan nilai-
nilai inti (Evans dan Butt 2007, hal.174-

175).

Dalam  the  wvoter-driven  model
menjelaskan bahwa masalah integrasi
EU mempengaruhi pilihan pendukung
partai, bukan sebaliknya. Asumsi dari
model ini adalah sikap pendukung
terhadap EU diformulasikan secara
bebas maupun tidak, maka sikap
pendukung dalam model ini berasal
dari arahan partai maupun para
pemimpin (R. Flickinger dalam Evans
dan Butt 2007, 176). Perubahan apapun
dalam posisi partai terhadap integrasi
EU seharusnya mengarahkan pada
proses pemilahan ideologi lebih lanjut,
sehingga  pemilih akan bergerak
mendekat pada partai yang mewakili
posisi mereka terhadap suatu isu -
dengan asumsi bahwa pendukung
memiliki sikap yang berarti dan relevan
secara politik terhadap EU dan partai
yang memiliki sikap yang berbeda
terhadap isu tersebut (Evans dan Butt
2007, hal.176).

Fakta bahwa terjadi perubahan politik di
EU  mengarahkan pada  sebuah
pandangan baru. Selama bertahun-
tahun integrasi Eropa merupakan
sebuah isu dengan low political salience
yang hanya sesekali mucul sebagai topik
yang mengubah opini publik Inggris
(Janssen 1991; Evans 1995; Rasmussen
1997, dalam Evans dan Butt 2007,
hal.177) setelah Maastricht Treaty yang
ditandatangani tahun 1991,
bagaimanapun juga elektorat Eropa
menjadi semakin skeptis mengenai
agenda integrasi (Niedermayer 1995;
Franklin dan Wlezien 1997 dalam Evans
dan Butt 2007, hal.177). Kegagalan awal
elektorat Denmark dalam menyokong
ratifikasi perjanjian dan menghasilkan
pro-Maastricht yang sangat sempit
dalam referendum Perancis merupakan
contoh awal yang signifikan mengenai
tumbuhnya keresahan akan integrasi
Eropa dari awal 1990-an dan seterusnya
(Franklin et al. 1994 dalam Evans dan
Butt 2007, hal.177). Hal tersebut tidak



perlu dipertanyakan lagi bahwa integrasi
telah mempengaruhi politik Inggris,
dengan high profile splits dalam
pemerintahan Partai Konservatif yang
membentuk the key axis of division
dalam pemilihan pemimpin partai di
tahun 1990, 1995 dan 1997, sementara
krisis ERM (exchange rate
mechanism)pada bulan September 1992
menjadi peristiwa tunggal yang paling
merusak posisi mereka dalam opinion
polls. Kemunculan Referendum Party
selama kampanye pemilihan umum
tahun 1997 dimanfaatkan
lebih lanjut guna menyoroti
kontroversi-kontroversi
seputar integrasi (McAllister
and Studlar 2000 dalam
Evans dan Butt 2007,
hal.177).

Visi Uni Eropa dalam
Kebijakan Free
Movement of Workers

pada kebebasan

Sejak tanggal 1 Januari 1993
pasar tunggal EU beserta
empat kebebasannya (four
freedoms) mulai diterapkan.
Istilah empat kebebasan
bermula dari tujuan yang tertuang
dalam Balance of Competences Report
on the Single Market untuk
menciptakan wilayah tanpa adanya
batas  internal untuk  menjamin
kebebasan pergerakan barang, jasa,
modal dan tenaga kerja (HM
Government 2014, hal.13). Oleh sebab
itu, empat kebebasan dalam pasar
tunggal yang diterapkan EU diantaranya
kebebasan pergerakan barang (free
movement of goods), Kkebebasan
pergerakan jasa (free movement of
services and freedom of establishment),
kebebasan pergerakan modal (free
movement of capital) serta kebebasan
pergerakan individu/tenaga kerja (free
movement of persons (and citizenship),
including free movement of workers).

Pasar tunggal yang diterapkan EU
ditujukan agar diantara negara anggota
EU tercipta sebuah wilayah tanpa
adanya  batas internal maupun
hambatan regulasi pada kebebasan

Pasar tunggal yang
diterapkan EU
ditujukan agar diantara
negara anggota EU
tercipta sebuah
wilayah tanpa adanya

hambatan regulasi

pergerakan barang dan
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pergerakan barang dan jasa. Pasar
tunggal dalam EU berfungsi untuk
menstimulasi kompetisi dan
perdagangan, meningkatkan efisiensi,
meningkatkan kualitas dan membantu
mengurangi harga (European
Commission 2016). Namun, tujuan awal
dari kebijakan tersebut adalah the
movement of ‘economically active’, baik
untuk pekerja maupun self-employed
guna mendukung pengembangan tenaga
kerja EU. Gagasan tersebut ditujukan
untuk mendukung perkembangan pasar
tenaga kerja EU ketika para
tenaga kerja akan mampu
berpindah dari satu negara ke
negara lain dalam EU untuk
mengisi skills and
employment gaps serta untuk
meningkatkan  kesempatan
ekonominya (HM
Government 2014, hal.13).

batas internal maupun

Salah satu kebebasan diantara
empat  kebebasan  yang
dijamin oleh EU adalah
kebebasan pergerakan tenaga
kerja. Melalui kebebasan
pergerakan  tenaga  Kkerja,
Maka tenaga kerja EU berhak
untuk pindah dan menetap di negara
anggota EU lain. Lalu, terdapat pula hak
untuk  memasuki wilayah negara
anggota EU lain dan menetap bagi
anggota keluarga dari tenaga kerja EU
tersebut. Selain itu, setiap warga negara
EU berhak untuk bekerja di negara
anggota EU lain dan mendapat
perlakuan yang sama dengan warga
negara (nationals) di negara tersebut.
Namun, bagi beberapa negara aksesi
kebebasan pergerakan tenaga kerja ini
masih dibatasi (Schmid-Driiner 2016).
Kebebasan pergerakan tenaga Kkerja
tersebut tertuang dalam Directive
2004/38/EC on the right of citizens of
the Union and their family members to
move and reside freely within the
territory of the Member States;
Regulation (EU) No 492/2011 on
freedom of movement for workers
within the Union; Regulation (EC)
No 883/2004 on the coordination of
social security systems and its
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implementing Regulation (EC)
No 987/2009 (Schmid-Driiner 2016).

Aturan mengenai kebebasan tenaga
kerja dalam EU menyebutkan bahwa
setiap warga negara EU memiliki hak
untuk mencari pekerjaan di negara
anggota lain yang sesuai dengan
peraturan yang berlaku bagi tenaga
kerja (national workers) di negara
tersebut. Tenaga kerja tersebut berhak
untuk menerima assistance yang sama
dari kantor ketenagakerjaan nasional
sebagaimana yang diberikan pada
tenaga kerja (national workers) di
negara anggota tujuan (host Member
State), tanpa ada diskriminasi
berdasarkan kewarganegaraan dan juga
memiliki hak untuk menetap di negara
tujuan dalam periode yang cukup
panjang untuk mencari pekerjaan,
melamar kerja dan direkrut sebagai
tenaga kerja. Hak tersebut diterapkan
secara merata bagi seluruh tenaga kerja
dari negara anggota lain, walaupun
mereka berada pada kontrak permanen,
tenaga kerja musiman, cross-border
workers maupun provide services.
Tenaga kerja tersebut tidak boleh
mendapat diskriminasi, seperti
persyaratan bahasa yang melampaui
kewajaran dan diperlukan untuk
pekerjaan tersebut (Schmid-Driiner
2016).

Implementasi Kebijakan Free
Movement of Workers EU di
Inggris

Kebijakan kebebasan pergerakan tenaga
kerja yang diterapkan EU menyebabkan
terjadinya arus pergerakan masyarakat
yang tidak seimbang (uneven flows of
people). Kebijakan tersebut
mengantarkan alur perpindahan
individu dari negara yang lebih miskin
ke negara yang lebih kaya. Beberapa
tahun terakhir telah terjadi perpindahan
besar-besaran tenaga kerja usia muda
dari negara anggota baru EU yang
secara umum  memiliki  tingkat
pendapatan per-kapita lebih rendah dan
memiliki tingkat pengangguran yang
lebih tinggi dibandingkan negara
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anggota EU lainnya di barat Eropa
(Glennie dan Pennington 2014, hal.14).

Lalu, permasalahan lainnya mengenai
kebebasan pergerakan tenaga Kkerja
adalah hak atas benefits yang tidak adil.
Seperti yang telah disebutkan bahwa
tenaga kerja migran EU diharuskan
untuk tidak menjadi beban dalam sistem
benefits negara  tujuan  mereka
berpindah, terdapat fokus legitimasi
bahwa aturan-aturan EU dalam area
tersebut terlalu samar-samar dan dalam
beberapa kasus, sulit untuk
membenarkan  asal  usul  equal
treatment. Keadaan tersebut nampak
pada suatu kondisi yang tidak adil ketika
pada keadaan tertentu, imigran EU
dapat mengekspor benefits untuk anak
mereka, baik yang tidak menetap di
kawasan EU  maupun  memiliki
kewarganegaraan negara yang
membayarkan benefits tersebut. Jumlah
tenaga kerja migran EU di Inggris yang
mendaftar pada sistem tersebut tidak
besar dan diberikan setelah proses
penilaian individual. Walaupun
berjumlah tidak besar, pada akhir tahun
2012, diperkirakan bahwa £55 juta telah
digunakan untuk child benefit dan child
tax credit untuk lebih dari 47.000 anak-
anak non-Inggris yang tinggal di luar
Inggris namun dalam negara anggota
EU lain (Glennie dan Pennington 2014,
15-16).

Euroskeptisme di Partai Politik
Inggris

Istilah Euroskeptisme di Inggris mulai
populer pada tahun 1980-an, ketika
terjadi  pergeseran  sikap  Partai
Konservatif dan Partai Buruh terhadap
EU. Hal tersebut bermula ketika
Margaret Tatcher menjabat sebagai
perdana menteri dan menandatangani
Single European Act tahun 1986.
Namun, PM Margareth Tatcher menjadi
putus asa terhadap proyek EU. Berbeda
dengan sikapnya pada referendum
keanggotaan Inggris dalam EEC tahun
1975 yang memilih untuk bergabung
dengan EEC, pada tahun 1988 Margaret
Thatcher mengeluarkan pidato
euroskeptis yang terkenal, yakni Bruges



Speech of 1988. Pidato tersebut menjadi
kerangka bagi generasi baru Partai
Konservatif skeptis. Sikap skeptis PM
Margaret Tatcher bukan bermaksud
untuk  mengundurkan  diri  dari
keanggotaan EU, melainkan untuk
membatasi ambisi EU, “To try to
suppress nationhood and concentrate
power at the centre of a European
conglomerate would be highly damaging
and would jeopardise the objectives we
seek to achieve.” Hal tersebut telah
menginspirasi Partai Konservatif
menjadi euroskeptis. Mereka meyakini
bahwa visi orisinil dari wilayah
perdagangan telah digantikan oleh
ambisi Perancis-jerman untuk persatuan
politik dan  ekonomi.  Dibawah
kepemimpinan Neil Kinnock, Partai
Buruh bersikap ramah terhadap EU,
walaupun dengan perlawanan dari
unions and the leftt PM Margareth
Tatcher semakin lantang terhadap
skeptisisme dan menempatkannya pada
perselisihan dengan anggota utama dari
kabinetnya, termasuk Michael Heseltine
dan mempercepat kejatuhannya sebagai
PM Inggris (Helm 2016).

UKIP yang merupakan partai yang
sangat euroskeptis memberikan tekanan
tersendiri bagi PM David Cameron agar
Inggris segera keluar dari keanggotaan
EU. PM David Cameron mengatakan
bahwa ia  menginginkan  Partai
Konservatif yang ia pimpin berhenti
“banging on about Europe”. Walaupun
PM David Cameron telah menepati
janjinya mengenai EPP, namun,
kelompok euroskeptis dalam
pemerintahannya meminta lebih. Oleh
sebab itu, PM David Cameron ke
Brussels dengan tujuan memotong dana
EU dan veto integrationist plans. Sekali
lagi, hal tersebut dinilai tidak cukup bagi
kelompok euroskeptis. Kelompok
euroskeptis meminta untuk diadakan
referendum mengenai tindakan Inggris
untuk tetap bergabung atau
meninggalkan EU. Pada tahun 2013, PM
David Cameron mengatakan dia akan
berusaha untuk bernegosiasi ulang
mengenai penyelesaian yang lebih baik
bagi masyarakat Inggris sebelum
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diadakan pemungutan suara pada akhir
tahun 2017 (Helm 2016).

Pandangan Partai Politik Inggris
terkait Uni Eropa Tahun 2010-
2015

Terdapat empat partai utama di Inggris,
yakni Partai Konservatif, Partai Buruh,
Partai Liberal Demokrat dan UKIP
(United Kingdom Independent Party).
Partai Konservatif merupakan salah satu
partai sayap kanan di Inggris. Pada
pemilihan umum tahun 2010, Partai
Konservatif memenangkan 306 kursi
yang nantinya akan menjadi anggota
House of Commons (BBC.com 2010).
Dalam kaitan mengenai keanggotaan
Inggris dalam EU, partai ini
berpendapat  untuk  melaksanakan
referendum keanggotaan Inggris pada
tahun 2017, setelah dilakukan negosiasi
pengembalian power Inggris dari
Brussels (BBC.com 2010). Selain itu,
Partai konservatif ini menolak integrasi
EU lebih jauh dan walaupun secara
tradisional partai ini tidak mengusulkan
pengunduran diri Inggris dari EU, tetapi
pergerakan skeptis terhadap EU di
partai ini sedang berkembang (Daley
2016).

Partai ini beberapa kali bersinggungan
dengan kebijakan yang diterapkan EU,
melalui 29 anggota parlemennya dalam
Parlemen Eropa pada tahun 2009-2014.
Pertama, menolak kesepakatan Lisbon
tahun 2007 dan berkampanye untuk
mereferendum kesepakatan tersebut.
Lalu, partai ini juga melakukan
penolakan atas bergabungnya Inggris
dalam Euro dan menyuarakan reformasi
radikal Common Agricultural Policy
(CAP) dan restorasi kontrol nasional
atas legislasi sosial dan kepegawaian
(Daley 2016). Disamping itu, pada tahun
2010, partai ini menginisiasikan the
European Union Act yang kemudian
disahkan menjadi hukum pada tahun
2011. The European Union Act tersebut
menetapkan referendum dalam hal
perubahan perjanjian EU di masa yang
akan datang atau perjanjian baru yang
akan memandang kedaulatan yang
diberikan Inggris pada EU. Partai ini
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juga mendesak adanya peninjauan
Balance of Competences yang akan
menilai seluruh wilayah kebijakan guna
mengetahui letak power: baik dengan
Inggris, EU atau bersama (Daley 2016).

Kemudian, terdapat Partai Buruh yang
merupakan partai sayap kiri di Inggris.
Partai ini memiliki 258 kursi dalam
House of Commons Inggris (BBC.com
2010). Renaud Thillaye  menyebut

Partai Buruh sebagai the ‘ambiguous’

Europeans (Thillaye 2014) Ambiguitas
dalam partai ini tercermin dalam sikap
anggota Partai Buruh yang berubah-
ubah dalam menanggapi sikapnya
terhadap EU. Salah satunya terjadi pada
tahun 2001, Partai Buruh mendukung
Euro jika perekonomian Inggris
mencapai nilai 5 dari penilaian kekuatan
ekonomi dan jika hal tersebut didukung
dengan referendum. Namun, pada tahun
2007, perdana menteri dari Partai
Konservatif menyatakan bahwa Inggris
tidak bergabung dengan Euro (Daley
2016). Namun pada akhirnya, Partai
Buruh sependapat mengenai anggapan
kebutuhan untuk mempertahankan
Inggris dalam EU (Dimitrakopoulos
2015) Jeremy Corbyn (dalam
Dimitrakopoulos 2015) sebagai
pemimpin Partai Buruh juga menolak
Inggris keluar dari keanggotaan EU yang
dikenal dengan istilah Brexit.

Dalam Parlemen Eropa, Partai Buruh
memiliki 20 angggota. Partai Buruh ini
mengawasi  berbagai pembangunan
dalam EU ketika pembangunan tersebut
memberikan power bagi Inggris. Hal
tersebut telah dilakukan partai ini dari
tahun 1997-2010. Hal ini tercermin
dalam sikap perdana menteri dari Partai
Buruh, Tony Blair yang menandatangani
Social Chapter EU di tahun 1997. Hal ini
berkebalikan dengan perdana menteri
dari Partai Konservatif, John Major yang
memilih tidak menandatangani
kebijakan sosial EU tersebut (Daley
2016).

Kemudian, terdapat Partai Liberal
Demokrat (Lib Dems) yang merupakan
partai sayap tengah di perpolitikan
Inggris. Pada pemilihan umum tahun
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2010, Partai Lib Dems memperoleh
jatah kursi di House of Commons
sebanyak 57 kursi sedangkan dalam
Parlemen Eropa memiliki jatah 1 kursi
(BBC.com 2010; Daley 2016). Partai Lib
Dems merupakan partai yang sangat pro
terhadap EU. Partai ini berpendapat
bahwa tempat Inggris adalah di jantung
Eropa (Daley 2016). Pada tahun 2008
ketika Nick Clegg menjabat sebagai
pemimpin Partai Lib Dems, ia
menyerukan referendum keanggotaan
Inggris dalam EU untuk memberikan
kesempatan guna mendukung EU
melawan  euroskeptisme. Walaupun
Partai Lib Dems mendukung
Kesepakatan Lisbon, namun partai
tersebut sangat mencegah perubahan
kelembagaan lebih jauh dan mendesak
pentingnya subsidiaritas; Partai Lib
Dems  berpendapat bahwa  EU
bermanfaat dalam menangani masalah
global, seperti kejahatan lintas batas dan
masalah lingkungan), namun hal
tersebut akan lebih efektiv ketika EU
tidak ikut campur dalam aksi lokal
maupun nasional (Daley 2016). Oleh
sebab itu, laporan IPSOS Mori tahun
2015 menyebutkan bahwa Partai Lib
Dems menekan EU agar jauh lebih
efisien (BBC.com 2015).

Partai utama keempat dalam politik
domestik Inggris adalah UKIP. Partai ini
merupakan  partai = yang  paling
mendukung  Inggris keluar  dari
keanggotaan EU. Pendapat tersebut
didasarkan pada biaya berlebih yang
dikeluarkan Inggris, kurangnya
demokrasi serta masalah imigrasi.
Namun demikian, UKIP memiliki 24
anggota di Parlemen Eropa, sedangkan
partai ini tidak memiliki jatah kursi di
Parlemen Inggris. UKIP berkeinginan
untuk menempatkan kembali EU pada
kesepakatan perdagangan bebas tanpa
ada kesatuan politis, seperti yang
dilakukan EU dengan Norwegia dan
Swiss.  Kebijakan-kebijakan =~ UKIP
didasarkan pada seperti apa hubungan
Inggris dengan EU jika terbebas dari
aspek politik, namun terlibat dalam
aspek ekonomi (Daley 2016).



Opini Publik Inggris tentang Uni
Eropa Tahun 2010-2015

Keberadaan tenaga kerja migran EU di
Inggris, sedikit banyak mempengaruhi
pandangan publik Inggris mengenai EU.
Berdasarkan survei Flash
Eurobarometer pada tahun 2010,
persepsi publik Inggris terhadap EU
cukup tinggi, yakni sebesar 42%.
Sebesar 36% publik yang berpersepsi
cukup positif terhadap EU, sedangkan
sebesar 6% publik Inggris yang
berpersepsi sangat positif terhadap EU.
Sementara itu, sebesar 24% publik
Inggris yang berpersepsi cukup negatif
terhadap EU dan sebesar 15% publik
Inggris yang berpandangan sangat
negatif terhadap EU. Hal ini menjadikan
prosentase persepsi negatif publik
Inggris terhadap EU pada tahun 2010
sebesar 39%. Lalu, sebesar 19% publik
Inggris yang masih ragu terhadap
persepsi mereka terhadap EU dengan
rincian 13% menjawab entah positif atau
negatif dan sebesar 6% publik Inggris
yang tidak menjawab persepsi mereka
terhadap EU.

Grafik 3.1 Persepsi publik Inggris
terhadap Uni Eropa tahun 2010

m Very positive

m Quite positive
Quite negative
Very negative

m Neither ppsitive,

nor negative
DK/NA

ion?
2. Base: all respondents

Sumber : Flash Eurobarometer

Berdasarkan survei mengenai hubungan
Inggris dengan EU dalam kurun waktu
1992-2014, menunjukkan bahwa
Euroskeptisme yang menginginkan
untuk keluar dari keanggotaan EU atau
tetap bergabung dengan EU namun
mereduksi power EU dalam politik
domestik Inggris cukup tinggi. Dalam
kurun waktu 2012-2014, Kkeinginan
publik Inggris agar tetap bergabung
dengan EU namun mereduksi power EU
sebesar lebih dari 35%. Namun,
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keinginan publik Inggris agar Inggris
keluar dari EU pada tahun 2012-2014
mengalami penurunan, yakni sebesar
30% pada tahun 2012; 26% pada tahun
2013; serta 24% pada tahun 2014.

Tabel 3.3 Sikap publik Inggris
terhadap hubungan Inggris
dengan Uni Eropa tahun 1992-
2014

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

% % % % % % %
Leave the EU 10 1 1" 14 19 17 14 13 17 14

Stay in EU but reduce its
powers 30 27 25 23 a9 29 36 43 38 38
Leave things as are 16 2 20 20 19 18 23 20 19 21

Stay in EU and increase
its powers 28 22 28 28 8 18 9 1 10 10

Work for single European
government 10 9 8 8 6 7 8 6 i 7

Unweighted base 2855 1461 7165 1227 1180 1355 1035 7080 2293 1099

2002 2003 2004 2005 2006 2008 2012 2013 2014

Leave the EU 15 15 18 16 15 20 30 26 24

Stay in EU but reduce its
powers 35 32 38 36 36 35 37 39 38
Leave things as are 23 27 23 24 27 24 16 19 18

Stay in EU and increase
its powers 12 11 7 10 9 9 9 [} 10

Work for single European
government 7 [ 5 4 4 3 2 3 4

Unwoighted base 3435 2203 3190 4260 1077 1128 1103 2147 971

Sumber : John Curtice dan Geoffrey
Evans

Menilik dari aspek imigrasi, publik
Inggris yang menilai bahwa imigrasi
berdampak negatif terhadap
perekonomian dan mengikis
kebudayaan Inggris tergolong tinggi. Hal
ini didasarkan pada survei yang
dilakukan John Curtice dan Geoffrey
Evans (2015, hal.13) pada tahun 2013.
Responden yang memberikan skor 6-10
diklasifikasikan John Curtice dan
Geoffrey Evans sebagai kelompok yang
optimis terhadap EU. Sementara itu,
responden yang memberikan skor 0-5
diklasifikasikan sebagai kelompok yang
pesimis terhadap EU. Dari survei
tersebut, menunjukkan bahwa dari
pengaruh imigrasi terhadap
pertumbuhan ekonomi Inggris,
kelompok responden yang memberikan
skor 0-4 sebesar lebih dari 25% dan
responden yang memberikan skor 5
sebesar 21%, bahkan responden yang
memberikan skor 1 sebesar 49%. Hal ini
menjadikan kelompok responden yang
pesimis terhadap EU sebesar 35,5%.
Sementara itu, kelompok responden
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yang memberikan skor 6-10 dan
merupakan kelompok yang optimis
terhadap EU hanya sebesar 11%.

Sementara  itu, responden yang
memberikan skor 0 dan 1 pada
pengaruh imigrasi terhadap kebudayaan
Inggris sebesar lebih dari 50%, yang
diikuti dengan prosentase skor 2 sebesar
34%, skor 3 sebesar 23%, skor 4 sebesar
22% dan skor 5 sebesar 25%.
Sementara itu, besar
prosentase publik Inggris yang
beranggapan bahwa imigrasi

dapat memperkaya
kebudayaan Inggris adalah
sebesar  11%. Hal  ini

menunjukkan bahwa publik
Inggris masih banyak yang
beranggapan bahwa
kedatangan  imigran  dari
berbagai negara, khususnya
dari internal EU menghasilkan
keberagaman budaya di Inggris
semakin  meningkat. Oleh
sebab itu, berdasar hasil survei
tersebut dapat ditarik
kesimpulan bahwa imigrasi
berpengaruh terhadap
pengikisan budaya Inggris.

Tabel 3.4 Dukungan Inggris untuk
keluar dari keanggotaan EU
berdasarkan sikap terhadap
imigrasi tahun 2013

Perceived impact of immigration on ...

Unweightsd Unweighted
base base

Economy Culture

% Say Britain should leave the EU
0 - bad/undermine 48 264 54 240
49 145 51 157
37 190 34 206
31 263 23 226
27 175 22 152
21 456 25 445
17 183 19 159
7 239 13 236
7 136 8 172
11 22 11 52
10 — good/enrich 16 40 6 72

Sumber: John Curtice dan Geoffrey
Evans
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